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ABSTRACT

Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang or DISDUKCAPIL of Kota
Semarang is a public service organization tasked with handling population
administration, including online application-based population relocation services.
This service procedure involves several stages, such as login, submission, document
upload, data verification, and document issuance. This study aims to understand the
population relocation administration service procedure and analyze what aspects
contribute to the population relocation administration service procedure at
DISDUKCAPIL of Kota Semarang. The research method used is a qualitative method
and uses informant selection techniques, namely snowball sampling, while to test the
validity of the data using triangulation. Based on the results of the study, it was found
that there were obstacles in the implementation of the population relocation
administration service procedure which made the implementation of the procedure less
than optimal. This was caused by the hasty transition period of the procedure so that
it paid less attention to the conditions of the applicant community. To overcome these
obstacles, DISDUKCAPIL provided computers, accompanying officers, and Adminduk
Kiosks. Furthermore, through an analysis carried out based on the characteristics of
a good procedure, namely feasible, optimality, sensitivity, and implementability, it was
found that the feasible and optimality aspects had not been implemented optimally due
to limited accessibility of the application for certain applicant communities. However,
the sensitivity and implementability aspects run optimally thanks to the efforts to fulfill
the needs of the community by DISDUKCAPIL employees. This study highlights the
need for improvements in the feasibility and optimality aspects to increase the
effectiveness of the population transfer administration service procedure.
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ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atau DISDUKCAPIL Kota
Semarang merupakan organisasi pelayanan publik yang bertugas menangani
administrasi kependudukan, termasuk pelayanan pindah penduduk yang telah berbasis
aplikasi online. Prosedur pelayanan ini melibatkan beberapa tahapan, seperti login,
pengajuan, pengunggahan dokumen, verifikasi data, dan penerbitan dokumen. Studi ini
bertujuan untuk memahami prosedur pelayanan administrasi pindah penduduk serta
menilai aspek-aspek apa saja yang berkontribusi terhadap prosedur pelayanan
administrasi  pindah penduduk pada DISDUKCAPIL Kota Semarang. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik pemilihan
informan yaitu snowball sampling, sedangkan untuk menguji keabsahan data
menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui adanya hambatan
pada pelaksanaan prosedur pelayanan administrasi pindah penduduk yang menjadikan
pelaksanaan prosedur kurang maksimal. Hal tersebut diakibatkan oleh masa peralihan
prosedur yang terburu-buru sehingga kurang memperhatikan kondisi masyarakat
pemohon. Untuk mengatasi kendala tersebut, DISDUKCAPIL menyediakan komputer,
petugas pendamping, dan Kios Adminduk. Selanjutnya, melalui penilaian yang
dilakukan berdasarkan karakteristik prosedur yang baik yaitu feasible, optimality,
sensitivity, dan implementability, ditemukan bahwa aspek feasible dan optimality
belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan aksesibilitas aplikasi bagi
masyarakat pemohon tertentu. Namun, aspek sensitivity dan implementability berjalan
optimal berkat upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh  pegawai
DISDUKCAPIL. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan pada aspek feasible dan
optimality untuk meningkatkan efektivitas prosedur pelayanan administrasi pindah
penduduk.

Kata Kunci: Prosedur, Pelayanan Publik, DISDUKCAPIL Kota Semarang



Pendahuluan

Kota Semarang merupakan
bu kota provinsi Jawa Tengah
dengan jumlah penduduk yang
mencapai  1.659.743 jiwa tercatat
pada tahun 2023 dan tentunya terus
bertambah setiap tahunnya. Dengan
besarnya jumlah penduduk, tentunya
terjadi  pertumbuhan  penduduk
sangat yang pesat yang kemudian
memicu tingginya mobilitas
masyarakat. Dengan mobilitas yang
tinggi dapat menyebabkan
peningkatan jumlah penduduk yang
memerlukan  layanan  administrasi
terutama pelayanan pindah

penduduk.

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang
atau DISDUKCAPIL Kota
Semarang  merupakan  organisasi
pelayanan publik yang bergerak
dibawah naungan Pemerintah Kota
Semarang yang bertugas menangani
berbagai macam urusan administrasi
kependudukan dan kegiatan
pencatatan sipil yang ada

berdasarkan asas otonomi yang ada.

Dalam menjalankan
tugasnya, Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2016
merupakan aturan yang menjadi
acuan  DISDUKCAPIL  dalam
memberikan ~ pelayanan  kepada
masyarakat. Hal tersebut meliputi
berbagai jenis pelayanan
administrasi  kependudukan, seperti
penerbitan KTP, Kartu Identitas
Anak, KK, penerbitan  Surat
Keterangan Kependudukan,
penerbitan Akta Pencatatan Sipil,
dan pemberian Catatan Pinggir Akta
Pencatatan Sipil.

Pengajuan administrasi
pindah adalah salah satu pelayanan
administrasi  yang paling  sering
diajukan oleh masyarakat Kota
Semarang. Pelayanan pindah keluar
yang dimaksud adalah permohonan
pindah  alamat yang diajukan
masyarakat pada saat  akan
berpindah domisili entah itu dalam
satu wilayah atau berbeda Kkota.
Sedangkan pindah datang

merupakan pelayanan yang diajukan



masyarakat jika ingin  mengurus
administrasi terkait perubahan

alamat domisili..

Hal tersebut sejalan dengan
kondisi Kota Semarang sebagai kota
metropolitan, sehingga tidak heran
jika mobilitas masyarakat Kota
Semarang tergolong tinggi terutama
perpindahan ~ masyarakat Kota
Semarang ke daerah lain. Tingginya
angka permohonan pengajuan
administrasi pindah penduduk setiap
harinya menuntut para pegawai agar
bekerja dengan maksimal sehingga
nantinya setiap pelayanan akan
memberikan ~ kepuasan  kepada
masyarakat sekaligus berjalan sesuai
dengan ketentuan atau prosedur

yang berlaku.

Pelayanan administrasi
pindah penduduk seluruhnya telah
dilaksanakan melalui aplikasi
pelayanan  administrasi  berbasis
online. Dengan tingginya
permohonan pelayanan dari
masyarakat ~ bersamaan  dengan
diberlakukannya prosedur

pelayanan berbasis online terbaru,

dapat diasumsikan bahwa
permasalahan yang muncul pada
pelayanan pindah penduduk juga
semakin banyak. Hal ini
dikarenakan tingginya angka
permohonan setiap harinya harus
dikombinasikan  dengan  adaptasi
yang perlu dilakukan oleh
masyarakat dan juga pegawai
DISDUKCAPIL Kota Semarang.

Adapun syarat yang perlu
dipenuhi agar masyarakat dapat
mengajukan pelayanan pindah
penduduk, seperti Kartu keluarga,
Kartu Tanda Penduduk, dan
Dokumen nikah/cerai (apabila
memiliki).

Pprosedur yang harus dilalui

antara lain yaitu:

Melakukan login pada aplikasi
berbasis online.

Melakukan pengajuan permohonan
dan mengisi data pribadi.
Melakukan upload dokumen dan

melengkapi data pendukung,

. Pemeriksaan dan verifikasi

. Penerbitan dokumen melalui

barcode menggunakan email.



Dikarenakan pelayanan
pindah  penduduk  dilaksanakan
melalui sistem online hal tersebut
kemudian mempengaruhi  prosedur
pemberian layanan yang ditetapkan.
Pemilihan sistem online ditujukan
agar masyarakat dapat mengakses
pelayanan secara leluasa dan lebih
efisien.  Namun dalam  masa
peralihan tentunya diperlukan
penyesuaian hal ini dikarenakan
perangkat dan platform baru yang
diterapkan dalam proses pelayanan
membutuhkan pelatihan dan
pemahaman yang memadai agar
semua pihak dapat bekerja secara

efektif dalam sistem yang baru.

Gambar 1.1 Ulasan Masyarakat
Pada Pelayanan Administrasi
Pindah

*

Aplikasi perlu banyak perbaikan. Bagian isi otomatisnya
tidak akurat. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya
kalau pelapor harus keluarga kandung. Sedangkan ada
pilihan bahwa pelapor boleh orang lain (lainnya)

Semo: k mempersulit

segera diperbaiki. Agar

arakat untuk mengur

an waktu untuk mengurus
ntuk mengurus online. Sedangkan mengurus
online sarananya kurang memadai. Tidak ada

sosialisasinya

Sumber : Laman Play Store

Berdasarkan gambar 1.1

dapat diketahui bahwa pengguna

menyoroti  Kketidakakuratan ~ dalam
bagian  pengisian  otomatis  di
aplikasi ini. Pilihan yang disediakan
pada aplikasi berbasis online justru
memungkinkan pelapor dari orang
lain, tetapi tidak dijelaskan secara
jelas. Kurangnya sosialisasi dan
dukungan yang memadai dalam
mengurus data secara online juga
menjadi menambah kesulitan
masyarakat. Sehingga sarana online
yang tersedia kurang memadai, serta
tidak ada komunikasi yang baik

terkait hal tersebut

Berdasarkan keluhan
tersebut maka dapat diketahui
bahwa prosedur pelayanan
administrasi pindah penduduk yang
berlaku sering mengalami kendala.
Kondisi ini  tentunya  menjadi
masalah  bagi  DISDUKCAPIL
dikarenakan bagaimana organisasi
dengan basis pelayanan masyarakat
menciptakan prosedur yang
menyulitkan masyarakat untuk
mengakses layanan. Untuk menilai
keberlangsungan prosedur lebih jauh

maka peneliti melakukan penelitian



yang berbasis penilaian terhadap
prosedur pelayanan pindah

penduduk.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode
penelitian  kualitatif ~ yang  bertujuan
untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain, secara holistik.
Situs penelitian ini berlokasi di Kantor
DISDUKCAPIL  Kota  Semarang,
sedangkan dasar pemilihan situs dari
penelitian ini adalah adanya
ketertarikan peneliti untuk mengangkat
masalah mengenai prosedur pelayanan
administrasi  pindah  penduduk  yang

terjadi di lokasi penelitian.

Dalam pemilihan informan, accidental

sampling akan digunakan  untuk

mendapatkan  informasi  sebanyak-
banyaknya dengan pengambilan
sampel  informan  dari  berbagai

golongan vyang berbeda. Selain itu,
untuk menambah sumber informasi,
teknik snowball sampling juga akan

digunakan,  dengan  tujuan  untuk

memilih informan kunci yaitu Kepala
DISDUKCAPIL Kota Semarang.

Peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data berupa wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
Selanjutnya untuk proses penilaian data
dalam  menjalankan  penelitian  ini
mencangkup reduksi data, penyajian
data, serta penarikan kesimpulan juga
verifikasi.  Adapun  digunakan tiga
bentuk  teknik

triangulasi teknik, sumber, dan waktu.

triangulasi  yaitu

Hasil dan Pembahasan
Peneliti mengumpulkan berbagai
informan  yang  sebelumnya  telah

ditentukan sebelum kemudian
wawancara dari informan  tersebut
dinyatakan secara deskriptif. Selain itu,
peneliti  juga berupaya menilai dan
menjelaskan  mengenai  pelaksanaan
prosedur pelayanan administrasi pindah
penduduk beserta berbagai aspek yang
berkontribusi pada  pelaksanaannya.
Melalui  penilaian  tersebut  peneliti
kemudian akan mendeskripsikan hasil
penelitian yang telah didapatkan selama

turun lapangan dan juga melakukan



proses wawancara kepada narasumber
berdasarkan interview guide yang telah

disusun sebelumnya.

Prosedur Pelayanan Administrasi
Pindah Penduduk oleh
DISDUKCAPIL Kota Semarang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2016
dijelaskan mengenai  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan bagi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  atau DISDUKCAPIL Kota
Semarang dalam memberikan layanan
kepada masyarakat. Tak  hanya
melakukan pelayanan dan pemenuhan
kebutuhan kepada kelompok
masyarakat pengguna layanan yang
ada, DISDUKCAPIL Kota Semarang
juga diharuskan melakukan dukungan
terhadap peningkatan kualitas
pelayanan demi menunjang kepuasan
dari masyarakat yang berperan sebagai
pihak pengguna layanan.  Tentunya
bentuk pelayanan yang akan diberikan
harus bersifat cepat, tanggap, dan
efisien tanpa mengurangi kualitas dari

pelayanan tersebut.

a. Tahap Login Pada Aplikasi

Berbasis Online

Dalam  tahapan awal dalam

mengajukan kepengurusan
administrasi  pindah  penduduk,
masyarakat calon pemohon
diwajibkan untuk melakukan login
atau pendaftaran akun pada laman
aplikasi berbasis online. Pada
tahapan ini, dilakukan penilaian
pada kemudahan akses masyarakat
terhadap aplikasi dan juga seberapa
jauh media/platform memberikan
dukungan terhadap pelaksanaan
prosedur pelayanan  administrasi
pindah  penduduk.  Berdasarkan
hasil wawancara dengan
masyarakat dan juga pegawali,
diketahui bahwa muncul kendala
dalam tahap login aplikasi yaitu
ada beberapa masyarakat yang
kesulitan dalam melakukan
pendaftaran pada website online
dengan alasan  kendala  dari
smartphone dan juga kendala
perorangan vyaitu ketidakpahaman
masyarakat mengenai cara
mengoperasikan ~ website  yang

tersedia. Dalam mengatasi kendala



tersebut, pada awal tahun 2024
pihak  DISDUKCAPIL  Kota
Semarang  melakukan  tindakan
penyediaan fasilitas komputer dan
juga Pegawai pendamping bagi
masyarakat yang terkendala
sebagai bentuk dari  respon
Pegawai DISDUKCAPIL Kota
Semarang terhadap keluhan
masyarakat yang tidak bisa atau
kesulitan  mengakses  pelayanan
berbasis online.

. Tahap Pengajuan Permohonan
Pindah Penduduk dan Pengisian
Data Pribadi

Tahapan kedua pada prosedur
pelayanan pindah penduduk
merupakan pengajuan permohonan
pindah penduduk dan pengisian
data pribadi. Pada tahapan ini perlu
dilakukan  masyarakat pemohon
agar nantinya DISDUKCAPIL
Kota Semarang mengetahui lebih
rinci  mengenai data masyarakat
pemohon. Hal ini ditujukan agar
mempermudah pihak
DISDUKCAPIL Kota Semarang
dalam memproses data pindah

penduduk. Pada tahap ini peneliti

mengamati kemudahan
masyarakat pemohon dalam
mengakses  aplikasi  khususnya
pada saat pengajuan permohonan
pindah penduduk serta pengisian
data pribadi. dapat diketahui
bahwa pada tahapan pengajuan
permohonan  pindah  penduduk
serta pengisian data pribadi tidak
menemui  kendala  dari  Sisi
masyarakat ~ pengguna  maupun
pegawai kepengurusan
administrasi pindah ~ penduduk.
Sebaliknya, pada tahapan ini
mendapatkan respon yang positif
karena jika dibandingkan dengan
prosedur yang berlaku tahun lalu,
tahapan ini sangat memudahkan
masyarakat ~ pemohon  karena
pengisian informasi data pribadi
yang mudah, berbagai informasi
pribadi bisa langsung dicantumkan
pada aplikasi berbasis online
terkait.

. Tahap Upload Dokumen dan

Kelengkapan Data Pendukung
Pada tahap selanjutnya yaitu
upload dokumen serta

Kelengkapan data  pendukung.



Dalam melakukan kepengurusan
administrasi  pindah  penduduk
selain masyarakat pemohon
diharuskan mengisi informasi data
pribadi, masyarakat pemohon juga
diharuskan  untuk  melampirkan
data pendukung berupa Kkartu
keluarga, surat keterangan nikah,
dan berbagai surat keterangan
lainnya yang diperlukan.
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan, diketahui bahwa
aplikasi  berbasis online yang
digunakan oleh masyarakat
pemohon dan pegawai
DISDUKCAPIL Kota Semarang
berbeda. Maka dari itu pegawai
DISDUKCAPIL Kota Semarang
kurang memahami keluhan
masyarakat  mengenai  kendala
upload dan juga tampilan aplikasi.
Meskipun begitu melalui
wawancara disampaikan  bahwa
pihak DISDUKCAPIL Kota
Semarang selalu berusaha
mengatasi berbagai keluhan
masyarakat pemohon  mengenai
permasalahan  teknis dan juga

lainnya. Namun tentunya

diperlukan  kajian  lebih  lanjut
mengenai respon yang diberikan
oleh pegawai DISDUKCAPIL
Kota Semarang kepada berbagai
keluhan  masyarakat  pemohon.
Tentunya hal tersebut akan dikaji
oleh peneliti pada pembahasan
berikutnya yaitu mengenai aspek
yang  mempengaruhi  prosedur
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk.

. Tahap Pemeriksaan dan

Verifikasi

Pemeriksaan dokumen dan
verifikasi data oleh
DISDUKCAPIL Kota Semarang
dilakukan secara online oleh
Pegawai operator pindah
penduduk. Pada tahapan ini,
berbagai aspek penilaian yang
diperhatikan oleh peneliti antara
lain  yaitu pelaksanaan  proses
verifikasi yang dilakukan oleh
operator, berbagai kendala yang
dihadapi, serta berapa lama waktu
yang dibutuhkan.  Berdasarkan
hasil  wawancara yang telah
dilakukan, dapat diketahui bahwa

tahapan pemeriksaan dokumen dan



verifikasi dibagi menjadi beberapa
bagian seperti pengajuan, proses
verifikasi data, data siap ambil, dan
data  telah  diambil Dalam
pelaksanaannya, pihak operator
DISDUKCAPIL Kota Semarang
yaitu informan menemukan
hambatan pada tahap verifikasi
yaitu proses verifikasi yang masih
bersifat manual dan belum secara
otomatis. Hal ini yang pada
akhirnya menghambat tahap
verifikasi dan menyebabkan
munculnya protes pada masyarakat
pemohon.

. Tahap Penerbitan Dokumen
Penerbitan dokumen merupakan
tahap  akhir  dari  prosedur
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk. Setelah seluruh tahap
dilaksanakan ~ oleh  masyarakat
pemohon  akan  mendapatkan
dokumen hasil pelayanan pindah
penduduk yang akan dikirimkan
melalui email berupa barcode yang
dapat dicetak secara mandiri oleh
masyarakat ~ pemohon. Untuk
menilai  keberhasilan pelaksanaan

pada tahap ini tentunya harus

dilakukan  penilaian ~ mengenai
kemudahan masyarakat pemohon
dalam mengakses dokumen hasil

pelayanan. Berdasarkan penjelasan

informan diketahui jika
masyarakat pemohon yang
mengalami kesulitan dalam
mengakses dokumen hasil

pelayanan secara mandiri melalui
barcode yang diberikan dapat
langsung mendatangi kantor
DISDUKCAPIL Kota Semarang.
Menanggapi hal tersebut pihak
DISDUKCAPIL Kota Semarang
membentuk Kios  Adminduk.
Dengan menunjukan gambar
barcode pada alat yang tersedia
pada Kios Adminduk maka
masyarakat pemohon akan
langsung mendapatkan  dokumen
hasil pelayanan yang dicetak
secara otomatis. Untuk mengatasi
permasalahan lain  yang muncul
pada tahap penerbitan dokumen,
pihak  DISDUKCAPIL  Kota
Semarang  telah  menempatkan
pegawai keamanan untuk
membantu  masyarakat pemohon

yang kesulitan dalam



mengoperasikan alat pada Kios
Adminduk.

Aspek-Aspek yang Berkontribusi
Terhadap  Prosedur  Pelayanan
Pindah Penduduk

Dalam penerapan prosedur pelayanan
pindah penduduk tentunya terdapat
berbagai aspek yang berkontribusi
dalam penerapan prosedur. Setiap
tahapan dalam prosedur dimulai dari
login pada aplikasi berbasis online
hingga penerbitan dokumen harus jelas
dan juga mudah diakses oleh
masyarakat pemohon. Menurut Eiselt
& Sandblom (dalam Raju, 2020)
disebutkan bahwa sebuah prosedur
yang balkk  harus  memilki 4
karakteristik antara lain yaitu feasible,
optimality, sensitivity, dan
implementability. Keempat
karakteristik tersebut yang nantinya
dapat menjadi aspek penilaian, apakah
prosedur yang dijalankan sudah sesuai
dan sejalan dengan fungsinya.
a. Feasible

Feasible atau kelayakan memiliki

arti  bahwa dalam pelaksanaan

suatu prosedur beserta tahapannya

harus memudahkan dan tidak
menyulitkan ~ bagi  keseluruhan
pihak  dimulai  dari  pegawali
DISDUKCAPIL Kota Semarang
hingga  masyarakat ~ pemohon.
Karakteristik feasible yang
digunakan sebagai aspek penilaian
pada sebuah prosedur dilakukan
melalui  berbagai indikator yang
mempengaruhi  kelayakan sebuah
prosedur  antara  lain  vyaitu
ketepatan serta kecepatan
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk vyang diberikan oleh
DISDUKCAPIL Kota Semarang.
Menurut Fandy Tjiptono (2017)
dijelaskan bahwa dalam
menjalankan ketepatan pelayanan
tentunya  harus  memperhatikan
akurasi pelayanan yang diberikan
apakah telah sesuai dengan yang
diharapkan ~ oleh ~ masyarakat.
Dalam  melaksanakan  sebuah
pelayanan  administrasi  tentunya
pihak  DISDUKCAPIL  Kota
Semarang sebagai penyedia
layanan  harus ~ memperhatikan
ketepatan pelayanan yang
diberikan. Diketahui bahwa



prosedur pelayanan administrasi
pindah penduduk yang
memanfaatkan  aplikasi  berbasis
online  belum sesuai  dengan
harapan  pengguna.  Hal  ini
dipengaruhi oleh latar belakang
informan 3 yang berprofesi sebagali
ibu rumah tangga sehingga kurang
memahami tata cara pengoperasian
aplikasi  berbasis online yang
digunakan sebagai media
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk.

Selain mempertimbangkan
ketepatan prosedur pelayanan yang
diberikan dengan harapan dari
masyarakat ~ pemohon, Fandy
Tjiptono (2017) juga menjelaskan
bahwa untuk memperhatikan
sebuah  kelayakan  diperlukan
memperhatikan kecepatan
pelayanan yang terdiri dari waktu
tunggu dan waktu proses yang ada
dalam prosedur pelayanan terkait.
Estimasi waktu yang tertera pada
prosedur pelayanan  administrasi
pindah  penduduk telah  sesuai

dengan keterangan yang diberikan

oleh informan 4 selaku masyarakat
pemohon. Diketahui bahwa secara
keseluruhan ~ bahwa prosedur
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk  membutunkan  waktu
pelayanan kurang lebih 3-5 hari
kerja. Jika dibandingkan dengan
ketetapan peraturan yang diberikan
bahwa maksimal pelayanan
membutuhkan waktu kurang lebih
30 hari, maka waktu pelayanan dan
proses administrasi telah sesuai

dengan indikator kecepatan

. Optimality

Penilaian melalui aspek optimality
dilakukan mempertimbangkan
berbagai indikator, antara lain
yaitu kesesuaian kualitas
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk yang diberikan,
keberhasilan pelayanan yang
dirasakan oleh masyarakat
pemohon, dan juga penilaian
mengenai sarana dan prasarana
yang digunakan DISDUKCAPIL
Kota Semarang untuk menunjang
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk  kepada  masyarakat

pemohon.



Dalam menilai aspek keoptimalan
pada prosedur pelayanan

administrasi ~ pindah  penduduk

yang dilaksanakan oleh
DISDUKCAPIL Kota Semarang,
tentunya kualitas pelayanan

merupakan salah satu indikator
penting yang berperan didalamnya.
Meskipun  tidak disampaikan
secara langsung tetapi  dapat
diketahui bahwa kualitas
pelayanan belum terlaksana secara
maksimal. Hal ini dikarenakan
pemanfaatan  teknologi  dalam
prosedur  pelayanan  administrasi
pindah  penduduk  menyulitkan
masyarakat pemohon dengan latar
belakang tertentu dalam
mengakses keseluruhan  prosedur
pelayanan sehingga
mempengaruhi  kualitas pelayanan
yang dirasakan oleh masyarakat

pemohon.

Selain itu ndikator keberhasilan
pelayanan beserta sarana dan
prasarana  dalam  pelaksanaan
prosedur  administrasi pindah

penduduk tentunya dinilai melalui

produk atau hasil dari pelayanan
yang  diberikan  oleh  pihak
DISDUKCAPIL Kota Semarang
kepada masyarakat  pemohon.
Dokumen hasil akhir dari prosedur
pelayanan  didapatkan  melalui
tahap penerbitan dokumen setelah
melalui berbagai tahapan
sebelumnya.  Berdasarkan  hasil
wawancara yang telah dilakukan
kepada informan, dapat diketahui
bahwa sempat muncul Kkesulitan
pada masyarakat pemohon dengan
latar belakang ibu rumah tangga
pada saat mengakses dokumen

hasil pelayanan yang diberikan

dalam bentuk barcode.
Menanggapi permasalahan
tersebut, pihak DISDUKCAPIL
Kota Semarang langsung

membentuk  kios adminduk yaitu
sebuah sarana dan prasarana yang
disediakan secara langsung dengan
tujuan untuk membantu
masyarakat pemohon yang
kesulitan dalam mengakses

dokumen hasil secara mandiri.



c. Sensitivity

Sensitivitas atau sensitivity
merupakan penilaian aspek yang
dilakukan dengan memperhatikan
apakah sebuah prosedur pelayanan
administrasi  pindah  penduduk
dapat mengukur dampak yang
terjadi  ketika terjadi  sebuah
kondisi khusus dan mengharuskan
prosedur mengalami perubahan.

Indikator respon terhadap
kelunan/kondisi  khusus ~ dalam
aspek sensitivitas pada
pelaksanaan prosedur pelayanan
administrasi ~ pindah  penduduk
mengacu pada kemampuan
pemerintah  mengetahui  persoalan
yang masih dihadapi masyarakat,
merumuskan alternatif pemecahan,
dan mengambil langkah tindak
lanjut guna penyelesaian persoalan
tersebut (Purwanto, 2008). Melalui
hasil wawancara dapat dipenilaian
bahwa indikator respon terhadap
kelunan/kondisi  khusus  dalam
aspek sensitivitas pada
pelaksanaan prosedur pelayanan
administrasi  pindah  penduduk

telah terlaksana secara maksimal.

Hal ini  dinilai  berdasarkan
keterampilan pegawai
DISDUKCAPIL Kota Semarang
dalam merespon serta menanggapi
keluhan/kondisi khusus yang
dialami oleh masyarakat pemohon.
Berdasarkan  keterangan  yang
diberikan bahwa selurun keluhan
yang diberikan oleh masyarakat
pemohon akan ditanggapi Secara
langsung oleh pegawai
DISDUKCAPIL Kota Semarang.
Dalam menilai aspek sensitivitas
tentunya perlu mempertimbangkan
indikator kemampuan memberikan
solusi pegawai dalam pelaksanaan
prosedur pelayanan administrasi.
Pada indikator ini,  penilaian
dilakukan melalui berbagai hal,
dimulai  dari  komunikasi yang
berjalan antara pegawai dan
masyarakat pemohon hingga
pengambilan keputusan atas solusi
yang diberikan. Dalam  setiap
pengambilan  keputusan  dalam
memberi  solusi, tentunya pihak
DISDUKCAPIL Kota Semarang
telah  melakukan diskusi lebih

lanjut dengan pegawai terkait, hal



tersebut yang menjadikan setiap
solusi yang diberikan sejalan dan

tentunya tepat sesuai dengan

kondisi/permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat
pemohon.

Implementability
Implementability atau
keterlaksanaan merupakan aspek
penilaian yang dilakukan dengan
mempertimbangkan pelaksanaan
prosedur oleh pihak
DISDUKCAPIL Kota Semarang
pada kondisi lapangan  yang
sesungguhnya. Penilaian  yang
dilakukan tentunya
memperhatikan berbagai indikator
yang berkaitan dengan aspek
implementability atau
keterlaksanaan.

Moenir dalam Widianti (2019:217)
menjelaskan  bahwa  kesadaran
pegawai pada segala tingkat
mengenai  tanggung  jawabnya
meliputi  keterampilan  petugas,
merupakan kemampuan dan
keterampilan petugas dalam
melaksanakan  pekerjaan  akan

membawa dampak yang positif

terhadap organisasi. Pada
pelaksanaan prosedur pelayanan
administrasi pindah penduduk oleh
DISDUKCAPIL Kota Semarang,
tentunya setiap pegawai harus
memahami secara mendalam
setiap langkah dalam prosedur.
Menilai berbagai keterangan yang
telah  diberikan maka  dapat
dipenilaian  bahwa  pelaksanaan
indikator ~ pengetahuan  pegawai
tentang prosedur pelayanan pindah
penduduk dalam aspek
keterlaksanaan ~ sudah  berjalan
secara maksimal. Dapat dinilai
bahwa pemahaman pegawai
mengenai  prosedur  pelayanan
pindah penduduk secara
keseluruhan berhasil memudahkan
serta membantu masyarakat yang
kesulitan dalam memahami
prosedur yang berlaku.

Gary VandenBos (2015) dalam
Asosiasi Psikologis Amerika
(APA) menjelaskan bahwa
kemampuan adaptasi adalah
kapasitas  untuk  menghasilkan
respon-respon yang sesuai dengan

situasi-situasi  yang telah berubah



atau berubah-ubah; kemampuan
untuk memodifikasi atau
menyesuaikan perilaku seseorang
saat menemui  keadaankeadaan
atau orang yang berbeda. Pegawai
DISDUKCAPIL Kota Semarang
sebagai pelaksana prosedur
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk tentunya harus mampu
beradaptasi dalam  menjalankan
prosedur terkait. Dapat diketahui
bahwa indikator kemampuan
adaptasi oleh DISDUKCAPIL
Kota Semarang telah terlaksana
secara maksimal. Hal ini dinilai
melalui penyebaran informasi pada
media sosial dan juga penyuluhan
yang dilakukan sehingga
masyarakat pemohon mengetahui
perubahan  prosedur  pelayanan
administrasi  pindah  penduduk
yang telah sepenuhnya beroperasi
memanfaatkan  aplikasi  berbasis
online. Selain itu juga adaptasi
teknologi yang dilakukan melalui
penyediaan  sarana komputer
beserta  pendampingan  berhasil

membantu  masyarakat ~ dalam

mengakses  prosedur  pelayanan
administrasi pindah penduduk.

Prosedur pelayanan administrasi
pindah penduduk yang
dilaksanakan oleh pihak
DISDUKCAPIL Kota Semarang
merupakan salah satu prosedur
yang memanfaatkan penggunaan
aplikasi berbasis online dalam
setiap tahapan yang berlangsung.
Menilai hal tersebut maka tak
heran jika pada aspek
keterlaksanaan yang menjadi tolok
ukur penilaian prosedur tercantum
juga indikator kemudahan akses
teknologi.  Setelah  melakukan
penilaian secara keseluruhan
terhadap berbagai indikator dalam
aspek keterlaksanaan, dapat
diketahui bahwa pada pelaksanaan
prosedur pelayanan  administrasi
pindah penduduk telah berjalan
secara  maksimal.  Wawancara
tersebut didukung oleh indikator
pengetahuan  pegawai  mengenali
prosedur  terkait yang telah
maksimal, kemampuan adaptasi
yang mumpuni sehingga

memudahkan masyarakat



pemohon dalam memahami
prosedur pelayanan pindah
penduduk yang berlaku, serta
keberhasilan pihak
DISDUKCAPIL Kota Semarang
dalam  membantu =~ masyarakat
pemohon dalam  mendapatkan

akses teknologi yang maksimal.

Kesimpulan

1. Prosedur pelayanan  belum
terlaksana sesuai yang
diharapkan  dan  mengalami
beberapa  hambatan  yang
berasal dari masa peralihan
prosedur yang semula offline

menjadi online secara terburu-

buru sehingga kurang
memperhatikan kondisi
masyarakat pemohon.

Mengetahui hal tersebut pihak
DISDUKCAPIL Kota
Semarang telah menyediakan
sarana  komputer beserta
pegawai dan  pembentukan
Kios Adminduk pendamping
bagi masyarakat  pemohon
yang mengalami kendala

dalam mengoperasikan

aplikasi terkait. Selain itu,
muncul  juga  permasalahan
seperti  sulitnya  masyarakat
dalam mematuhi administrasi
yang ada. Hal ini dikarenakan
tidak adanya tuntutan lebih
lanjut mengenai  kepengurusan
administrasi  pindah  penduduk
yang harus segera diselesaikan
yang pada akhirnya
menyebabkan banyaknya
masyarakat yang tidak
menyelesaikan prosedur
pelayanan administrasi  pindah
penduduk.

Dalam berbagai aspek
penilaian  yang  berkontribusi
yaitu  feasible,  optimality,
sensitivity, dan
implementability. Dapat
diketahui bahwa pada
pelaksanaan prosedur
pelayanan administrasi  pindah
penduduk oleh
DISDUKCAPIL Kota
Semarang tepatnya pada aspek
penilaian feasible dan
optimality  belum  berjalan

secara  maksimal  sehingga



Saran

menghambat pelaksanaan

prosedur  terkait. Hal ini
diakibatkan

aplikasi

pemanfaatan
berbasis online
menyebabkan beberapa
masyarakat pemohon  seperti
ibu rumah tangga dan juga
masyarakat lanjut usia merasa
kesulitan mengakses prosedur.
Sedangkan pada aspek
penilaian sensitivity dan
implementability berjalan
secara maksimal dan
mendukung keberlangsungan
prosedur akibat berbagai upaya
pemenuhan kebutuhan
masyarakat

pegawai DISDUKCAPIL Kota

pemohon  oleh

Semarang.

Dengan mengacu pada kesimpulan dari

hasil penilaian sebelumnya, peneliti
mengajukan  beberapa  rekomendasi
bagi pihak DISDUKCAPIL Kota

Semarang dalam pelaksanaan prosedur

pelayanan

administrasi pindah

penduduk sebagai berikut:

a. Pengenalan Prosedur Pelayanan

Pindah Penduduk:
DISDUKCAPIL Kota Semarang

perlu melakukan pengenalan
mengenai  prosedur  pelayanan
administrasi  pindah  penduduk
secara  bertahap. Ini  akan

membantu masyarakat pemohon
untuk memahami dan mengakses

layanan dengan lebih baik.

. Adaptasi Prosedur Pelayanan

Administrasi Pindah Penduduk

Berbasis Online: Masyarakat
harus diberi kesempatan untuk
mempelajari  prosedur pelayanan
pindah penduduk berbasis online
yang digunakan. Hal ini bertujuan
agar mereka dapat beradaptasi
dengan  sistem  baru  tanpa
mengalami kesulitan.
Pengembangan Prosedur

Pelayanan Administrasi Pindah

Penduduk Hybrid: Untuk
mengatasi masalah kurang
maksimalnya pemenuhan

karakteristik prosedur yang baik,
DISDUKCAPIL disarankan untuk
mengembangkan prosedur

pelayanan  administrasi  pindah



penduduk menjadi hybrid, yaitu
kombinasi antara  online  dan
offline.

d. Aksesibilitas bagi Masyarakat:
Pendekatan hybrid pada prosedur
pelayanan  administrasi  pindah

penduduk akan memastikan bahwa
masyarakat yang mengalami
kesulitan dalam mengakses
teknologi tetap dapat menerima
pelayanan  administrasi  pindah
penduduk secara optimal.

e. Sosialisasi dan Edukasi Tentang

Tertib  Administrasi  Melalui
Layanan mobil keliling
Disdukcapil (Mobling

Dukcapil): Melakukan sosialisasi
dan edukasi secara bertahap dan

keseluruhan kepada masyarakat

mengenai pentingnya tertib
terhadap administrasi pada
prosedur  administrasi  pindah

penduduk melalui Layanan mobil
keliling ~ Disdukcapil ~ (Mobling
Dukcapil) memanfaatkan  poster

dan juga pamflet
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